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Untuk menegakkan suatu hukum aturan yang harus ditegakkan dimana dalam aturan
ini perlu keadilan yang berarti sama atau menyamakan mapun setara dalam hukum.
Hukum acara pidana menjadi salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia, hukum
acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanyaa hukum pidana atau bisa diartikan
bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan bagaimana aparatur
penegak hukum bertindak guna mencapai tujuan keadilan hukum. Salah satu aparatur
Negara yang memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh ialah seorang hakim.
Hakim memiliki tugas untuk menegakkan dan menjaga keseimbangan antara
masyarakat dengan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Hakim
dalam menjatuhi putusan-putusan untuk seseorang harus melihat pertimbangan hal
yang meringankan dan juga yang memberatkan seseorang tersebut. Dasar peringan
pidana menurut KUHP terdapat pada hal percobaan dalam pasal 53 ayat (2) & (3), hal
membantu dalam pasal 57 ayat (1) & (2), dan hal belum dewasa dalam pasal 47.
Seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana disebut juga dengan terdakwa. Adapun
dalam proses persidangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih
dahulu mempertibangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi seorang
terdakwa. Alasan yang kerap kali digunakan sebagai alasan peringan pidana di
Indonesia yakni terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berprilaku sopan
dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan hukum
dalam suatu putusan merupakan bentuk pertanggung jawaban majelis hakim atas apa
yang diputuskan dalam amar putusan, segala sesuatu yang diputuskan dalam amar
putusan harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman hakim wajib memperhatikan
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan juga pada pasal 218 KUHAP dalam ruang
sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pertimbangan yang dapat
mempengaruhi hakim untuk menentukan hal meringankan dan memberatkan yang
memang menjadi otoritas kebebasan hakim menentukan hal tersebut. Dengan
demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan sifat baik dan jahat terdakwa
menjadi tolak ukur yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan hakim wajib
mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa tetapi tidak mengatur lebih
spesifik mengenai sifat baik dan jahat dari terdakwa seperti apa. Dalam pasal 218 ayat



(1) hanya menyebutkan dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukan sikap hormat
kepada pengadilan tetapi tidak terdapat juga kualifikasi sikap hormat tersebut sepert
apa. Masih minimnya pengetahuan tentang hal tersebut dan norma yang kabur
mengenai perilaku atau sikap sopan dipengadilan ini membuat penelitian ini menarik
untuk diangkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa
dipengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk mengetahui
ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringan pidana pelaku residivis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang
digunakan adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHAP.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa
di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai sat ini belum diatur
lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa.
Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti
apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persdangan siapapun wajib
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat
yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi
hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang
serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana
maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada
dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak
mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal
meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut
berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk
menambah hukuman pidana.
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ABSTRAK

Keadaan perilaku atau sikap sopan dalam persidangan sering kali dijadikan majelis
hakim sebagai pertimbangan yang meringankan vonis atau pidana terdakwa. Dalam
pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman yang membahas mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan sifat
yang baik dan jahat dari terdakwa merupakan bagian dari keadaan yang meringankan
dan memberatkan akan termuat dalam vonis atau putusan. Pada pasal 218 KUHAP
Ayat (1) yang membahas mengenai dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan
sikap hormat kepada pengadilan. Namun, norma yang berlaku mengenai hal tersebut
masih kabur atau belum jelas dan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
Hingga saat ini belum ada aturan resmi dan tertulis terkait bagaimana batasan ukuran
perilaku sopan terdakwa di pengadilan dan bagaimana ketentuan perilaku sopan untuk
terdakwa residivis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ukuran perlaku sopan
terdakwa di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk
mengetahui ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringan pidana bagi terdakwa
residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian
yang digunakan adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHAP. Hasil
penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa di
pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai sat ini belum diatur
lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa.
Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti
apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persdangan siapapun wajib
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat
yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi
hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang
serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana
maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada
dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak
mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal
meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut
berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk
menambah hukuman pidana.

Kata kunci (keyword) : Pertimbangan, Hakim, meringankan



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik
dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya
dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah
satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan
shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir

zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa
mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukkan dan bimbingan dari berbagai
pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya
memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan

pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para

pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan



penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan,

diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan
Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang
dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga
akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi
ini;

5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn. selaku Pembimbing
Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan
masukan dari awal hinga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan
penelitian dan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik, atas segala

arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga

selesai tepat pada waktunya;



7. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan
pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah
berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir
mengenai dunia hukum;

9. Orang Tua penulis yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, serta
dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan
spiritual kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;

11. Terimakasih kepada diri saya sendiri;

12. Terimakasih kepada teman penulis Rahma Ristya Giana dan Nur Imelda
rahman yang selalu memberikan dukungan yang terhingga kepada penulis dari
awal perkuliahan hingga akhir;

13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam
kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak
langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai
tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya sebagai

sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan

Vi



Menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih
menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi
mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri
pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan
kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan

berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Sekar Sari Ayu Susanti

Vi



DAFTAR ISI

RINGKASAN i
ABSTRAK iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
DAFTAR ISI viii
BABI1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah...........ccccoeiuiiiiiiiiiieieeiceieetee ettt 1
B.  Rumusan Masalah ........cccooiiiiiiiii e 7
C.  Keaslian Penelitian..........coceiiiiuiiieiiiiiieiene et 7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ............ccoceoioiniiieniiinienenieeseeeeeeeeee e 8
E.  Metode Penelitian ........cccceiiiiiiiiiiieieee ettt ettt ettt ettt et e e 9

F.  Sistematika PEenuliSan ..........cccieveeiiiiiieieieieie sttt 12
BAB 11 14
TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Sopan dan Etika..........cc.ccccoeviieiiiiinciiiiieieee 14

1. Pengertian Perilaku SOPan .......cccevviiiiriieiieriiiiieseest ettt sse e 14

2. Etika HUKUM (..o st 16

B. Tinjauan Umum Dasar Pemberat, Peringan, dan Penghapus Pidana.......................... 19
C. Pengadilan dan Lembaga Peradilan ............cccccovvevienienienienienieseeseeeeeee e 26
D.  Hak hak terdakwWa........ccoiiiiiiiriiiieiee ettt 28

E. Pertimbangan Hakim Secara Umum...........cccccoooeiriiniiiiinienienieeeceeeee e 35

1. Pengetian HaKim ........coooviiiiiiiiiccicciceeeeseese ettt ettt 35

2. Kode Etik HaKIm .o..ooeiiiiiiiciee e 37

B PULUSAN et ettt et et s sateas 39

4. Dasar Pertimbangan HaKim ..........cccccciieiiiiiiiiiiiiccie ettt 41

o RESIAIVIS ettt sttt ettt eae et ne et ae e ens 44

1)  Pengertian ReSIAiVIS......cccevvieriirieriieriieriieiierieere ettt et sseesee e 44

viii



2)  Jenis-JeniS RESIAIVIS ...c.uciieiierieriieiieciestesteste et see st e st e reseaesenesenesenessnenenens 46

BAB IIT 53

PEMBAHASAN 53
A. Ukuran Perilaku Sopan Terdakwa Di Pengadilan Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan
5 1< U TRS 53
B. Ketentuan Perilaku Sopan Terdakwa Sebagai Peringan Pidana Terdakwa Residivis .66

BAB 1V 76

PENUTUP 76
AL KESIMPUIAN ..ottt estae st essae s b e ssaessaestaesseessaesssensnens 76
Bl SATaN.cceiii e ettt et et e bt e e aee e 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP








